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BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR 360jKep.941-BPBDj2021

TENTANG

PERPANJANGANKEEMPATPEMBERLAKUANPEMBATASANKEGIATAN
MASYARAKATLEVEL2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DI KABUPATENMAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka
Nomor 360jKep.937.1-BPBDj2021 tentang
Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona virus Disease 2019
(Covid-19) di Kabupaten Majalengka, jangka waktu
pemberlakuannya berakhir pada tanggal 20 September
2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan menindaklanjuti
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus
Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan
Keempat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 2 Coronavirus Disease 2019 (Covid-
19) di Kabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang 2
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3. UI1daI1g;:JJI1d<f:ll:1.~N:pmor 24 Tahun 2007 tentang
PenaIlggulanga.l1B~hcaIla (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun' 20()7" Nomor 66, Tambahan
LembaranN~gara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-lJBdaIl~. Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kese~ataJ1.' (¥rnbaranN:eg~~Republik Indonesia
Tahun~009 Nomor144,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peme.fihtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indortesia< Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repu1Jlik Indonesia Nomor 5587)
seba~aimanatelM beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Un<.langNprnor 9 Tahun 2015 tentang
Perubah.an keduaata~, Undang-yndang Nomor 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Unde.ng-U~dahg Nomor 30 Ta.hun 2014 tentang
Administrasi'Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik 'Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

7. Undang-Und.B.:p.gNomor 6 Tahun 2018 tentang
Keka.ranti:i1aanKesehatan (Lembaran Negara Republik
Indo1}esi8. }1:l;hlln 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Pera.turanPemerintah N()lTIor40 Tahun 1991 tentang
Penangana.n'WabahPeIlya.kit Menular (Lembaran
Negara Repllblik.Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

9. Peraturan p~merintahNomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasari'.S()siai .Berskala' Besar Dalam Rangka
PercepatarJ.'i2PenaIl~anan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Lembaran Negara . Republik Indonesia
Tahuh 2020.1~~omor91, 'Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia'Nomor 6487);

10. Peraturan Pre~i<.le1}NolTIor17 Tahun 2018 tentang
Penydengge.raan .'K:edaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

11. Peraturan Pr~~iden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penarlganan Coronp Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan pe'mulih~Ekonomi Nasional (Lembaran
Negara Republik: Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
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12. Keputusan Presiden, Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetap~l}Bencana..Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019(Covid-19);

13. Peraturan 3
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Memperhatikan :
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13. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 48 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Mikro dalam Penanggulangan Coronavirus Disease
2019 (Covid-19) di Daerah KabupatenjKota (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun
2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif
terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan
Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020 Nomor 60);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2018 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020
ten tang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap
Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi
Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nomor 77);

17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 106 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Mikro Dalam Penanggulangan Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Majalengka
(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020
Nomor 109);

18.Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360jKep.735-
BPBDj2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Tingkat
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

19. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360jKep.736-
BPBDj2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Tingkat
Kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan
Cigasong Kabupaten Majalengka;

20. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360jKep.168-
BPBDj2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) dan
Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Majalengka.

1. Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai
kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa
dan Bali;

2. Instruksi 4
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4

Instrll~si M~n.~~riD~f1rnNegeri Nowor 43 Tahun 2021
tentan~ . .Pemberlakua.-ll' . Pembatasan Kegiatan
MasYarakat:~ve14,~ve}:3 dan Level 2 Corona Virns
Diseas~20i9di Wilayall Jawa dan Bali.

MEMUTUSKAN:

Memperp8;,Iljagg Pemperlakuan.. ...Pembatasan Kegiatan
MasyarakatLevel2 CoroncwirnsDisease 2019 (Covid-19) di
Kabupatent Majalengka,terhitung sejak. tanggal 21
September 2021 sam.pai dengan tanggal 4 Okt6ber 2021.

Pemb.erlakuan Pembata.-san ~egiatan Masyarakat Level 2
Covid-19 sebag~Il}a.-tladimaksud dalam Diktum KESATU
dipantau dan dievaluasi secaraharian.

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan selama
PefrioerlaKliai1.p~fiioatasa.ti'K:e~atan MasyfuaKat Level 2
Covid-19seb~g~m'ifua dinlaksud"pada Diktum KESATU,
ditetapkan dala.m;Surat Edaran Bupati.

Keputll.san Bupati ini mulaiberlaku pada tanggal
1i~~~a.-Pkfl.il..

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 September a:l21

BUPATIMAJALENGKA,
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